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PUTUSAN
Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Sl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat antara:
Septia Elmita binti Syafri, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK,
pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Jorong Batu
Nan Limo, Kenagarian Koto Tangah Simalanggang, Kecamatan
Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Penggugat;
Melawan
Irfan Arief bin Kaswir, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Anyelir Blok
G.732 PGP, RT.1 RW. 6 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota
Tangerang, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05
September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Payakumbuh dalam register Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Pyk, tanggal 06
September 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah
pada tanggal 04 Desember 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor 338/11/X11/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 07
Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan Anyelir Blok G.732 PGP,
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RT.1/RW.6, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang sekitar
6 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Sumur Bor Raya,
RT.04/RW.016 No.61, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota
Cengkareng, sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
SHAZANANI ASYIFA SHAKIRA binti IRFAN ARIEF, lahir tanggal 07 Januari
2014;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2014 mulai tidak harmonis,

yang disebabkan karena :
4.1. Tergugat sering tidak mempedulikan Penggugat maupun

anak dan sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa
alasan yang jelas, bahkan sampai dalam jangka waktu 5 bulan
Tergugat tidak pulang dan menanyakan keadaan Penggugat maupun

anak;
4.2. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar ketika terjadi
perselisihan;

5. Bahwa akibat kejadian di atas sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, Penggugat telah berusaha sabar menghadapi sikap
Tergugat, namun Tergugat tidak peduli dan tidak merubah sikapnya kepada
Penggugat, bahkan jika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat akan

semakin marah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 14 Juli 2017 yang disebabkan

karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh padahal Penggugat jika
keluar rumah hanya dengan Tergugat atau dengan Keluarga Tergugat dan

dengan seizin Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tidak tahan lagi dan

meminta izin untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat
mengizinkan Penggugat pulang seminggu kemudian, sehingga antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan 1

minggu lamanya;
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Jorong Batu Nan Limo, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Kabupaten
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Limapuluh  Kota dengan Surat Keterangan Domisili  Nomor
474/772/PEM/KTS/1X-2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tangah
Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, tanggal 05 September 2017 dan
Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Anyelir Blok G.732 PGP,

RT.1/RW.6, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain

untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat

namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa

yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang

ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama
tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil
kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (IRFAN ARIEF bin

KASWIR) terhadap Penggugat (SEPTIA ELMITA binti SYAFRI);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap
sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus
wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat
telah dipanggil sesuai relass penggilan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Pyk,
tanggal 27 September 2017 dan 26 Oktober 2017 yang dibacakan di
persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh
suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan
perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan
Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah
tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban
Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap
pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/11/X11/2009 tanggal 07 Desember
2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, telah dinazagelen
dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua;

B. Bukti Saksi

1. Sarunis bin Sidi Rusli, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan

SMP, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Jorong Batu Nan Limo,

Nagari Koto Tangah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh,

Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal
dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Tergugat di JI. Anyelir Blok G.732 PGP,
RT.01 RW.06 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota
Tangerang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di JI. Sumur Bor
Raya, RT.04 RW.016 No0.61 Kelurahan Kalideres, Kecamatan
Kalideres, Kota Cengkareng sampai berpisabh;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang

anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

rukun, akan tetapi sejak empat tahun yang lalu sudah tidak rukun

lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat

bertengkar karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan

Tergugat bersebelahan di Jakarta;

- Bahwa dari cerita istri saksi, penyebab pertengkaran Penggugat

dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain,

namun saksi tidak mengetahui siapa perempuan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak bulan Agustus 2017. Penggugat pulang ke Payakumbuh

bersama anak, sedangkan Tergugat masih tinggal di Jakarta;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak, Penggugat pulang dengan izin

Tergugat, bahkan Tergugat yang mengantar Penggugat dan anak ke

bandara;

- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan

tetapi tidak berhasil;

- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber pengetahuan yang

jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
2.Zulnelmis binti Darul, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Batu Nan Limo,
Nagari Koto Tangah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh,
Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah ibu kandung Penggugat.
Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum Tergugat

menikah dengan Penggugat;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Jakarta, kemudian pindah ke rumah
kontrakan namun masih di Jakarta sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan
saksi rukun-rukun saja karena Penggugat maupun Tergugat tidak
pernah bercerita kepada saksi sampai akhirnya setelah lebaran haji
saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
lagi. Setelah lebaran haji 2017 saksi menyuruh Penggugat kembali
ke Jakarta karena Penggugat dan anak lebaran di Payakumbuh,
tetapi Penggugat tidak mau dan mengatakan bahwa Penggugat ingin
bercerai dari Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat ke
Jakarta sebanyak tiga kali;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar, makanya saksi mengira rumah tangga
Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;

- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat
selingkuh. Pernah saksi menelfon Tergugat menanyakan kebenaran
cerita Penggugat, Tergugat memang mengakui tetapi Tergugat minta
maaf dan berjanji tidak melakukannya lagi. Pernah Tergugat pulang
ke Payakumbuh karena anak sakit beberapa waktu yang lalu,
Tergugat juga minta maaf kepada Penggugat dan saksi, namun
Penggugat tidak bersedia memaafkan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak Tergugat pulang ke Payakumbuh bersama anak pada bulan
Agustus 2017;

- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan
tetapi tidak berhasil karena Pengugat tidak mau lagi menjadi istri
Tergugat;
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- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber pengetahuan yang
jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan
gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan
Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif
berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat
diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula
mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya
Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. maka sesuai
dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan
diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka
upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, jo.
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah
kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan
Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang
prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim
tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat
dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2014, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering tidak mempedulikan
Penggugat maupun anak dan sering meninggalkan tempat kediaman bersama
tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai dalam jangka waktu 5 bulan Tergugat
tidak pulang dan menanyakan keadaan Penggugat maupun anak dan Tergugat
sering melontarkan kata-kata kasar ketika terjadi perselisihan, puncak
perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017 yang
mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan
sampai sekarang tidak bersatu lagi dan pihak keluarga telah berusahan
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta
otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata
telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh
karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang
sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat
bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena
masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan
dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang
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secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal
171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan
dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang
pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak setelah lebaran haji
2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
selingkuh. Pernah saksi menelfon Tergugat menanyakan kebenaran cerita
Penggugat, Tergugat memang mengakui tetapi Tergugat minta maaf dan
berjanji tidak melakukannya lagi, yang mengakibatkan antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, pihak
keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak
berhasil sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh
karena itu secara formil dan materil dapat diterima;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang
hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah,
meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) tanpa
terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum
(vreem de oozaak) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8
Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan
hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan
pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;
a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2014,
tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

b. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017;

c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal
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19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt),
selain itu sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar
tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit
untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5
Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi
mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut,
melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan
sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak
yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka
berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang
mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari
rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali
seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan
perkawinan, sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat
Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:
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Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak
dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa
mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga
tetap dipertahankan, sedangkan kemaslahatan harus diutamakan sebagaimana
kaidah fighiyah yang berbunyi sebagai berikut:

tllasl | > o g | aww Laadl 5
Artinya : Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan)
daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah
dari Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih
sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

aillo olall ade 3l lgzg3) azg )l axé Il pac siil I3l
Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian
memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan

talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai
dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 dan maka secara ex officio Majelis memerintahkan

Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk selambat-lambatnya dalam
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waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum
tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka
berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara
ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh
Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang,
Kota Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Irfan Arief bin Kaswir)
terhadap Penggugat (Septia Elmita binti Syafri) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh,
Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pinang, Kota Tangerang untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
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Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan
Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Yuhi, MA,
Ketua Majelis, dihadiri oleh Efidatul Akhyar, S.Ag dan Rahmi Mailiza Annur,
S.HI, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh
Efidatul Akhyar, S.Ag dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI, Hakim-Hakim Anggota
serta Leni Pebrianti, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Efidatul Akhyar, S.Ag. Dra. Hj. Yuhi, M.A.
Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.H.l.
Panitera Pengganti

Leni Pebrianti, S.H.l.
PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya ATK : Rp 50.000,00

Biaya Leges : Rp 3.000,00
PNBP lainnya : Rp 5.000,00
Biaya Panggilan : Rp380.000,00
Redaksi : Rp 5.000,00

Materai : Rp_6.000,00
Jumlah Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu

N o o s D

rupiah).
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